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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibekali dengan dorongan untuk hidup bersama. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas pada kegiatan bermasyarakat, dari hal ini tentu akan memunculkan keinginan pada diri seorang manusia untuk berkumpul atau bersatu dengan orang – orang yang memiliki satu tujuan dengan dirinya. 

Hal inilah yang mendasari lahirnya organisasi pada kehidupan manusia. Organisasi yang lahir dari kebutuhan dasar manusia ini tentu eksistensinya tidak akan terlepas dari manusia itu sendiri karena, bagaimana suatu organisasi akan berjalan sekarang maupun dimasa yang akan datang semua tergantung pada hal – hal apa saja yang dilakukan manusia dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain manusia adalah faktor utama sekaligus faktor penggerak bagi organisasi itu sendiri, sehingga sebaik apapun teknologi yang dimiliki suatu organisasi atau sebesar apapun modal yang dimiliki sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. 
Keberadaan sumber daya manusia atau pegawai yang kompeten tidak lain berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Mengingat akan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten pada sebuah organisasi  maka diperlukan tindakan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan pegawai. Pengawasan merupakan tindakan atau proses pengamatan terhadap pelaksanaan organisasi agar menjamin semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. 
Disiplin kerja pegawai merupakan tindakan patuh pegawai terhadap peraturan organisasi baik tertulis maupun tidak. Akan tetapi meningkatkan disiplin kerja tidaklah mudah, karena disiplin kerja cendrung muncul melalui insiatif  atau keinginan diri sendiri sehingga dapat dikatakan tidak ada faktor pemaksaan dalam menegakan disiplin kerja maka, diperlukan motif yang kuat serta dorongan dan bantuan dari berbagai unsur organisasi.
Disiplin dalam bekerja perlu dijunjung tinggi baik oleh pegawai swasta maupun pegawai negeri karena dapat mempengaruhi keberhasilan pekerjaan. Terlebih untuk pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 Pasal 1 dikatakan bahwa Disiplin Pegawai Negari Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Maka sehubungan dengan hal ini terlihat bahwa pegawai negari sipil Indonesia diharuskan untuk menjaga disiplinitasnya. 
Seperti telah kita ketahui bahwa, pegawai hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan. Hal – hal menyangkut penyimpangan seperti datang terlambat, mengobrol atau membaca koran pada jam kerja, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, sering bolos kerja tanpa alasan yang jelas serta keluyuran pada jam kerja merupakan gambaran yang sering kita lihat pada pegawai saat ini dan tentunya perilaku seperti ini tidak dapat dibiarkan terus berlarut – larut karena akan menghambat pencapaian organisasi. Keberadaan displin kerja pegawai memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan pengawasan. Bagaikan dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengawasan yang berlangsung dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai begitu pula sebaliknya disiplin kerja terpengaruhi akan pengawasan yang dilakukan.  

Pengawasan dapat dikatakan sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh pimpinan kepada pegawainya, hal ini dilakukan agar pimpinan dapat memahami kekurangan ataupun kelebihan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sekaligus menilai apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana ataupun belum  serta apakah pekerjaan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ataupun tidak. Namun, perlu di ingat kembali bahwa pengawasan bukanlah tindakan mencari – cari kesalahan pada pegawai namun lebih berpusat pada pelaksanaan korektifitas apabila terjadi kesalahan, dan tindakan pelurusan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai, mengingat bahwa pegawai adalah manusia biasa yang tidak jauh dari kesalahan. 

   Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP bisa berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota.Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di daerah Kabupaten atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok yaitu membantu bupati dalam menyelenggarakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakan PERDA  yang ada.
Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat permasalahan masih rendahnya disiplin kerja pegawai, hal ini terlihat pada indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Tujuan dan kemampuan. Diperlukan tujuan yang jelas serta kemampuan yang sesuai dengan beban pekerjaan. Belum optimalnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.  Contoh: dalam penyusunan atau pengumpulan TAKAH (tata naskah) pegawai, belum semua dokumen pegawai terkumpul dan tersusun sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi.

2. Pemberian sanksi atau hukuman. Dengan pemberian sanksi dan hukuman karyawan akan takut melakukan tindakan indisipliner. Kurangnya sanksi atau hukuman untuk para pegawai yang melanggar peraturan seperti adanya pegawai yang datang terlambat bahkan lalai dalam pengisian absen.  
 

Berdasarkan data - data diatas, maka peneliti menduga bahwa rendahnya disiplin kerja pegawai ini disebabkan oleh pelaksanaan pengawasan  yang belum maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip pengawasan. Hal ini terlihat dari : 

1. Pengawasan yang berjalan belum memberikan pengarahan atau bimbingan kepada pegawai secara optimal. Sehingga banyak pegawai yang kebingungan ataupun kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan. Contoh pada saat pengerjaan pengumpulan Takah (tata naskah) pegawai,kepala subbagian evaluasi kurang memberikan bimbingannya kepada para pegawai. 

2. Pelaksanaan pengawasan belum dilakukan pada tempat – tempat yang strategis atau kegiatan – kegiatan yang menentukan kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemeriksaan pada absensi pegawai. 

Melihat fenomena diatas, menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang betapa pentingnya pengawasan kerja yang akan membawa dampak pada disiplin kerja pegawai. Peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk Usulan Penelitian (UP) dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR.”
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar? 
2. Hambatan - hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar?

3. Usaha - usaha apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja di Ksntor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.  Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :
1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Menemukan data dan informasi secara jelas pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
b. Mengetahui gambaran apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar .
c. Mengetahui usaha - usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan - hambatan pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
1.3.2 Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori – teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan dan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada umunya, khususnya mengenai wawasan Pelaksanaan Pengawasan dalam Meningkatkan Disiplin Kerja. 
b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran mengenai masalah yang berkaitan pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
2. Bagi Peneliti, dapat memeberikan masukan serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dibidang pelaksanaan pengawasan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai.
1.4 Kerangka Pemikiran 

Menurut Mc Farland yang dikutip oleh Handayaningrat  pada buku Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (1985 :143) mengatakan bahwa:  

Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders, objective, or policies. (Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan) 

Dari pengertian tersebut pelaksanaan pengawasan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan yang mana ia ingin melihat apakah pegawainya telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah ataupun belum. Kemudian tindakan ini dapat meminimalisir kesalahan pegawai serta memberikan tindakan korektifitas dan bukan merupakan usaha untuk mencari – cari kesalahan dari pegawainya. Dan juga berusaha pada akhirnya pengawasan mengharapkan mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. 
Pelaksanaan pengawasan agar dapat dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai sebaiknya menggunakan prinsip – prinsip pengawasan Silalahi dalam buku Studi tentang Ilmu Administrasi (2005 : 178) mengungkapkan prinsip – prinsip pengawasan antara lain : 

a. Pengawasan harus berlangsung terus – menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.

b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.

c. Pengawasan bukan semata - mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan

d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.

e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan, tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).

f. Pengawasan harus luwes (fleksibel).

g. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (plan and objective oriented).

h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat - tempat strategis atau kegiatan - kegiatan yang sangat menentukan (control by exception).

i. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (corrective action).  
                    Kedisiplinan menurut Nitisemito dalam buku Manajemen Personalia (1982:199) dapat diartikan sebagai : 

Suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun tidak. 

Selanjutnya menurut Hasibuan dalam buku Manajemen sumber daya Manusia (2003:193) menyatakan bahwa : 

Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial yang berlaku.kesadaran adalah sikap seorang yang sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesediaan adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak.

Melihat dua pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa disiplin merupakan suatu sikap yang perlu ada dan berkembang di diri pegawai yang  mana sikap disiplin adalah sikap patuh pegawai terhadap peraturan organisasi baik itu yang tertulis ataupun tidak. Disiplin kerja bukan hanya sebuah kepatuhan tapi disini pegawai harus menghormati dan sanggup menjalankan sanksi atau hukuman bila melanggar. 

Indikator - indikator yang mempengaruhi tingkat disiplin kerja pegawai suatu organisasi menurut  Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia (2003 : 194) yaitu :

a. Tujuan dan kemampuan : Tujuan yang dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang kemampuan karyawan serta sesuai dengan kemampuan karyawan. 

b. Teladan pimpinan : Teladan Pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh bawahannya.

c. Balas jasa : (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balasa jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap pekerjaannya.

d. Keadilan : Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan meninta perlakuan yang sama dengan manusia yang lainnya.

e. Waskat : Pengawasan melekat. Dengan waskat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasai perilaku, moral sikap, gairah kerja dan prestasi kerja bawahannya.

f. Sangsi hukuman : Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, keryawan kan semakin takut melanggar peraturan – peraturan organisasi/perusahaan, sikap perilaku indisipliner karyawan akan berkurang.

g. Ketegasan : Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

h. Hubungan kemanusian : Hubungan – hubungan baik bersifat vertikal maupunn horizontal yang terdiri dari direct single relationship, direct group relationship dan cross relationship hendaknya harmonis. 

Indikator – indikator diatas dianggap dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai apabila dikembangkan dan dijalankan secara bersamaan karena untuk meningkatkan disiplin kerja dibutuhkan kesadaran dalam diri pegawai itu sendiri namun bukan berarti faktor – faktor lain tidak dianggap sebaliknya faktor dorongan berupa ketegasan pengawas atau pimpinan sangat dibutuhkan serta adanya tunjangan atau upah yang memadai ikut berperan pada tingkat disiplin pegawai.
1.5 Hipotesis 

Berdasarkan hasil pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan Hipotesis sebagai berikut  “Jika pelaksanaan pengawasan kerja dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip pengawasan maka disiplin kerja pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar meningkat“.

Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan maka peneliti mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pengawasan  adalah  kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas langsung ataupun Kasubbag untuk mengetahui apakah pegawainya telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan rencana, perintah maupun tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 
2. Disiplin Kerja pegawai adalah keadaan yang menunjukan bahwa pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja atau aparatur Satuan Polisi Pamong Praja  memiliki sikap menghormati, menghargai, patuh serta taat pada peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Meningkat adalah suatu perubahan disiplin kerja pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam menaati peraturan hingga melaksanakan pekerjaan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. 
Berikut operasionalisasi variabel penelitian secara lengkap tersaji pada tabel dibawah ini :

	Variabel
	Dimensi
	Indikator


	Item

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Variabel Bebas pengawasan  
	1. Pengawasan harus berlangsung terus – menerus 

2. Pengawasan harus menemukan titik-titik strategis dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara objektive

3. Pengawasan bukan semata - mata untuk mencari kesalahan

4. Pengawasan harus memberi kemudahan untuk  pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.

5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan

6. Pengawasan harus luwes (fleksibel)
	a. Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan

b. Bersamaan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan

a. Menilai pelaksanaan pekerjaan secara objektive 

b. Menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektive

a. Mencari kelemahan dalam pelaksanaan

b. Menemukan kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan

a. Memberi bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan 

b. Mengarahkan untuk mempermudah pekerjaan 

a. Pengawasan harus menciptakan efisiensi

b. Pengawasan menciptakan hasil guna yang bermanfaat bagi pekerjaan

a. Efektifitas  dalam pengawasan
	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




TABEL 1.1 OPERASIONAL VARIABEL PENGAWASAN
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	7. Pengawasan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan

8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat penting yang menentukan terhadap tujuan suatu pekerjaan

9. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (corrective action).
	b. Antisipasi kegagalan pelaksanaan rencana dalam mencapai tujuan

a. Berorientasi kepada rencana yang telah ditetapkan

b. Berorientasi kepada tujuan yang telah ditetapkan

a. Dilakukan pada tempat-tempat strategis

b. Pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan

a. Mengawasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

b. Pengawasan yang memberikan bimbingan terhadap kesulitan yang dihadapi
	12

13

14

15

16

17

18


Modifikasi peneliti berdasarkan Silalahi Studi tentang Ilmu Administrasi (2005 : 178)
TABEL 1.2
OPERASIONAL VARIABEL DISIPLIN 

	Variabel
	Dimensi
	Indikator
	Item



	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Variabel terikat Disiplin 
	1. Tujuan dan kemampuan yang jelas

2. Teladan pimpinan

3. Balas jasa

4. Keadilan

5. Pengawasan Melekat (Waskat)

6. Sanksi Hukuman


	a. Tujuan yang akan dicapai jelas

b. Pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan kemampuan pegawai.

a. Mampu memberikan contoh yang baik

b. Mampu mengarahkan bawahan

a. Gaji pegawai sesuai dengan pekerjaan

b. Kebutuhan pegawai terpenuhi 

a. Mampu bersikap adil terhadap bawahan 

b. Kemampuan menerapkan keadilan di dalam organisasi

a. Kehadiran pimpinan ditempat kerja 

b. Adanya kebersamaan aktif antara atasan dan bawahan 

a. Sanksi hukuman jelas, logis dan masuk akal

b. Sanksi hukuman cukup wajar untuk tingkatan indisipliner  


	24

5

14

23

16

4

10

6

13

8

2

11

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	7. Ketegasan

8. Hubungan Kemanusiaan


	a. Kemampuan bertindak tegas menerapkan hukuman

b. Kedisiplinan pegawai terpelihara  

a. Hubungan harmonis antara pimpinan dengan bawahan dan sesama bawahan. 

b. Kerjasama antar pegawai


	20

21

19

1




Modifikasi peneliti Malayu Hasibuan Manajemen Sumber Daya Manusia(2003 : 194)
     1.6 Metode Penelitian

 1.6.1 Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis    Data

1.6.1.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode Deskriptif Analaisis menurut Sugiono (2005:11) dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi yaitu  metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan fakta pada waktu penelitian berlangsung, kemudian data dan fakta yang didapat tersebut dianalisis sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat digunakan untuk menguji kebenaran.
1.6.1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara mempelajari buku-buku,  teori-teori, catatan-catatan, dokumen-dokumen, yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat data yang di dapat dari lapangan sehingga penelitian mempunyai pegangan dalam memperkuat laporan.

b. Penelitian lapangan, terdiri dari :

1) Observasi non-partisipan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, namun peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kerja yang dilakukan oleh Kecamatan Sukajadi.
2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data informasi dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan Camat Kecamatan Sukajadi. Berdasarkan pengawasan dan disiplin kerja pegawai pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan terstruktur.

3) Angket, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan jenis tertutup, artinya disertai dengan alternaif jawaban guna memperoleh keterangan-keterangan sehubungan dengan masalah yang diteliti kepada pegawai Kecamatan Sukajadi,dengan anggota populasi untuk keseluruhan responden sebanyak 20 responden. Peneliti menggunakan teknik sensus, dengan demikian seluruh pegawai Kecamatan Sukajadi berhak bepartisipasi dalam pengisian angket.  
    1.6.1.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji proporsi dengan rumus hitungnya mengutip pendapat dari Sudjana (1996: 49) dalam bukunya Pengantar Statistik, yaitu sebagai berikut : 
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Keterangan : 

P = Persentase 

n = Jumlah Responden 

f = Frekuensi 

I = 1,2,3, .... n 
Adapun kriteria penilaian ditafsirkan sebagai berikut: 

1. Pengolahan data dilakukan dengan mengisi jumlah frekuensi dan jumlah presentase 

2. Membuat kolom tabulasi 

3. Membuat kriteria penilaian yang ditafsirkan sebagai berikut : 
a. 76% - 100%

Baik/Baik sekali

b. 56% - 75%

Cukup meningkat  

c. 41% - 55%

Biasa/Kurang meningkat

d. <  40%

Tidak meningkat 

4. Menentukan jumlah rata – rata persentase keseluruhan dengan jumlah persentase secara keseluruhan dibagi item soal. 

Sumber: hasil adaptasi dari Arikunto Prosedur Penelitian (1997:243)
        1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar
2. Lamanya penelitian 

Penelitian diadakan 2 hari mulai tanggal 19 juli hingga 20 juli 2016
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